
 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 52  TAHUN 2023 
TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS 

DAMPAK LALU LINTAS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAYONG UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses 

penyusunan hasil analisis dampak lalu lintas, perlu 

dilakukan pendelegasian wewenang untuk 
menandatangani dokumen persetujuan hasil analisis 

dampak lalu lintas, rekomendasi teknis, dan standar 
teknis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kayong Utara; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu 
Lintas, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas 

yang disampaikan kepada Bupati diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen 

diterima lengkap dan memenuhi persyaratan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang 
Kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk 

Menandatangani Dokumen Persetujuan Hasil Analisis 
Dampak Lalu Lintas; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4682); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6642); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 528); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong 

Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong 

Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 
Nomor 182); 
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9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 65 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2021 Nomor 65); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 

UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN PERSETUJUAN 
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. 

 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara. 
3. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai 

dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis 

dampak lalu lintas.  
 

Pasal 2 

(1) Bupati berwenang menandatangani dokumen persetujuan hasil Analisis 
Dampak Lalu Lintas. 

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan dokumen persetujuan 
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada kepala Dinas. 
 

Pasal 3 

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati. 

 
Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua dokumen persetujuan 
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah diterbitkan dan ditandatangani 
oleh kepala Dinas atas nama Bupati, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 
Utara. 

 
 

 Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 20 Oktober 2023 

 
PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, 

 
 

                      TTD 
 

 

 ROMI WIJAYA 
 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal  20 Oktober 2023 

 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 
 
       TTD 

 
 

ERWIN SUDRAJAT 
 

 
 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 52 
 


